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TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.4.45/118/11/ 2012

TENTANG PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menimbang

MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah
yang bertuyjuan untuk Penanggulangan Kemiskinan
dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran

Pelaksanaan Kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Perdesaan di
Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan
Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun
Anggaran 2012;

bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan
Struktural Lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara
sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/
118/11/2012 Tahun 2012; .

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
ditetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan
Bupati.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan ,Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826};

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4737};

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Keputusan presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedomana Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pembentukan Produk Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pelimpahan dan  Penugasan  Urusan

Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 Tahun 2007, tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan
Urusan Bersama Ousat dan Daerah untuk
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Perencanaan Menteri Keuangan Nomor
66/PMK.07/2011 tentang Fiskal dan kemiskinan
Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan
Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk
Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Lain (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Luwu Utara
Nomor 182);

Petunjuk Teknis Oprasional PNPM-MP.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Urusan
Bersama (UB) Tahun 2012 Nomor : 7609/010-
05.5.01/23/2012, tanggal 09 Desember 2011;

Surat Camat Limbong Nomor : 006/01/Kec. Limbong
tanggal 2 Januari 2012 perihal Usulan PJOK;

Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 414.2/28/PMPD
tanggal 10 Januari 2012 perihal Usulan Pejabat
Pengelolah PNPM-MP Kab. Luwu Utara dan Surat
Bupati Luwu Utara Nomor : 414.2/27/PMPD tanggal
10 Januari 2012 Perihal Usulan SKPD dan Pejabat
Pengelolah PNPM-LMP;

Surat Camat Mappedeceng Nomor :
414.2/06/MPD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang
Pengusulan PJOK Kec. Mappedeceng;

Surat Camat Malangke Nomor : 414.2/008/ KM
tanggal 05 Januari 2012 perihal Usul PJO Kecamatan
Program PNPM-MP.

Surat Camat Baebunta Nomor : 402/010/KB/1/2012
tanggal 06 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK
PNPM-MPd Kec. Baebunta.

Surat Camat Masamba Nomor : 414.2/08/K.MSB
tanggal 06 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK
PNPM-MPd Kec. Masamba.

Surat Camat Sukamaju Nomor : 414.2/25/KSM
tanggal 06 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK
PNPM-MPd Kec. Sukamaju.

Surat Camat Bone-Bone Nomor : 400/07/Bone-Bone
tanggal 07 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK
PNPM-MPd Kec. Bone-Bone.

Surat Camat Malangke Barat Nomor :
414.2/008/KMB/1/2012 tanggal 09 Januari 2012
Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd
Kec. Malangke Barat.
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12. Surat Camat Rampi Nomor : 441/01/I/KR tanggal 10
Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd
Kec. Rampi.

13. Surat Camat Sabbang Nomor : 400/263/KS/2012
Perihal Usulan pergantian PJOK PNPM Kec. Sabbang.

MEMUTUSKAN :

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor

188.4.45/118/11/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan
Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten
Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
keputusan ini;

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

tercantum dalam lampiran pada lajur 3,4, dan 5 Romawi
I1, III, IV Nomor 2, dan Romawi VIII Nomor 1 dan Nomor 2;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Nopember 2012

-

Direktur Jenderal PMD Kemendagri di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
Korprov PNPM-MP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Luwu Utara di Masamba;

Kepala KPPN Palopo di Palopo;

Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;

Kepala Bappeda Kab. Luuw Utara di Masamba;,

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba
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BUPATI LUWU UTARA,




